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MOTTO

“tidak ada siapapun yang bisa lebih kuat dalam memberi motivasi kecuali anda

. . *
sendiri”.

*Retno D.N, Allah Sangat Menyayangimu, Yogyakarta: Checklist, 2019, him.156
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RINGKASAN

Pengumpulan dana iuran dalam pelaksanaan asuransi sosial memiliki
peranan sentral sebagai penggerak dalam pemberian manfaat yang diberikan
melalui BPJS Kesehatan, sehingga keperadaanya mejadi aspek penting dalam
optimalisasi pelaksanaan JKN. Penjatuhan tarif iuran BPJS menjadi tanggung jawab
pemerintah, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan pemangku kepentingan dalam
menentukan besaran tarif yang dijatunkan pada peserta yang terdaftar dalam
kepesertan BPJS Kesehatan. Penentuannya diharuskan pada kesanggupan peserta
dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan pendapatan nasional sebagai landasan
pertimbangan penetapan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan terkait penetapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai
membebankan bagi peserta mandiri dalam menaggung beban iuran dalam sistem
kepesertaan satu keluarga. Kualitas layanan yang masih belum optimal menjadi
alasan banyak peserta dan juga masyarakat tidak menyetujui atas kebijakan tarif
tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas dalam skripsi
dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA TERHADAP
KENAIKAN TARIF ITURAN BPJS KESEHATAN”. “ Rumusan masalah dalam
skripsi ini ada 2 (dua): pertama, Apakah kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS
Kesehatan telah sesuai dengan nilai-nilai dasar peraturan Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN); kedua, Apakah dengan adanya kenaikan tarif iuran BPJS
Kesehatan, jaminan manfaat layanan kesehatan bagi Peserta sudah terpenuhi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2
(dua) macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum; 1. Untuk
memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar
Sarjana Hukum dalam Program Studi IImu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas
Jember; 2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum telah
diperoleh selama perkuliahan di fakultas hukum yang bersifat teoritis dan praktik
melalui penelitian; 3. Memberikan kontribusi tambahan ilmu pengetahuan dan
wawasan di hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang diharapkan bermanfaat
bagi kalangan Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat sekitar. Tujuan
Khusus; 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara kebijakan
kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan nilai-nilai dasar peraturan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN); 2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk
perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan
setelah adanya perubahan tarif iuran.

Metode Penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif,
pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis
bahan hukum metode deduktif dengan beberapa tahapan yang selanjutnya hasil
analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab
permasalahan yang diajukan hingga pada kesimpulan. Tinjauan pustaka yang
terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang definisi asuransi, Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) termasuk
prinsip pelaksanaan jaminan sosial BPJS, hak dan kewajiban para pihak.
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Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: pertama, Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan belum dapat dikatakan sesuai dengan nilai-
nilai dasar SJSN karena bertentangan dengan regulasi aturan hirarki terkait
pelaksanaan jaminan sosial yang berkedudukan lebih tinggi yakni Pasal 2 UUSJSN
yakni asas kemanusiaan dan asas keadilan Pasal 3 UUSJSN serta Pasal 4 UUSJSN
yakni prinsip kehati-hatian dan keterbukaan BPJS Kesehatan, (fraud); kedua, Belum
terpenuhinya manfaat layanan kesehatan yang dirasakan masyarakat dengan
dikeluarkannya kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Bentuk
Perlindungan hukum bagi peserta yang seharusnya didapat setelah adanya kebijakan
kenaikan iuran meliputi yaitu (1) Pelayanan medis secara tanggap bagi peserta
sesuai dengan manfaat pelayanan yang dijamin oleh lembaga BPJS Kesehatan; (2)
Jaminan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan medis
bagi pasien JKN; (3) Kemudahan atas layanan informasi secara luas terkait prosedur
dalam penggunan kepesertaan JKN yang menjadi tugas BPJS Kesehatan serta
menjadi hak bagi peserta dan juga masyarkaat

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan belum dapat dikatakan sesuai dengan nilai-
nilai dasar SJSN karena bertentangan dengan regulasi aturan hirarki terkait
pelaksanaan jaminan sosial yang berkedudukan lebih tinggi; kedua, Belum
terpenuhinya manfaat layanan kesehatan yang dirasakan masyarakat dengan
dikeluarkannya kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Bentuk
Perlindungan hukum bagi peserta yang seharusnya didapat setelah adanya kebijakan
kenaikan iuran meliputi yaitu (1) Pelayanan medis secara tanggap; (2) Jaminan
sarana dan prasarana; (3) Kemudahan atas layanan informasi.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, Pemerintah diharapkan
dapat mengeluarkan kebijakan peninjauan besaran tarif iuran kembali dan
memastikan kebijakan tersebut telah mengandung nilai dasar yang menjadi
pedoman pelaksanaan sistem jaminan sosial yakni Pasal 2, 3 dan 4 UUSJSN dan
memastikan bahwa masyarakat ekonomi menengah tetap memperoleh perlindungan
akses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus tercatat sebagai golongan PBI. kedua,
Bagi lembaga BPJS Kesehatan, Pemerintah, Penyedia Fasilitas Kesehatan, dalam
mendukung pemenuhan kualitas layanan kesehatan JKN-KIS secara optimal dan
komperehensif antara lain dengan: a) Bagi Lembaga BPJS Kesehatan ada baiknya
menciptakan sebuah program unit pengaduan online yang juga terhubung dengan
Penyedia Fasilitas Kesehatan; b) Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah
dapat melakukan pengecekan pada kelayakan sarana dan prasarana di setiap FKTP
dan FKRTL yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; ¢) Bagi Penyedia
Failitas Kesehatan bagi FKTP melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk
FKRTL harus dapat memastikan terpenuhinya SDM dan Tenaga Medis yang
mendukung
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Menjalani kehidupan dengan layak, tentu mejadi keinginan dari setiap
orang. Namun pada nyatanya, tidak semua orang dilahirkan dengan kondisi
ekonomi yang tercukupi, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Berdasarkan demikian maka, pelaksanaan program jaminan sosial
menjadi solusi bagi Negara dalam menjamin kehidupan layak setiap rakyatnya
sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan mendorong kemajuan
pembangunan nasional.

Jaminan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 biasa disingkat UUD NRI 1945 diatur dalam
Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Pasal 28H ayat (3) menyatakan *“ bahwa
setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”. Maksud dari pasal
tersebut secara jelas menyatakan mengenai perlindungan terhadap masyarakat
melalui jaminan sosial yang harus di berikan oleh Negara. Terhadap suatu hak
bagi masyarakat maka tentu adanya suatu kewajiban bagi Negara yaitu keharusan
terhadap pengembangan jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 34 ayat 2 yang
berbunyi “ Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan”.

Kedua pasal tersebutlah yang kemudian melahirkan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
merupakan sistem penyelenggara program jaminan sosial Negara untuk
memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyatnya atas pemenuhan
kebutuhan dasar hidup yang layak.! Program jaminan sosial diselenggarakan oleh
badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk oleh undang-undang. Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) menjadi badan penyelenggara khusus

program jaminan sosial, dengan status berbadan hukum publik yang menunjang

!Lihat Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasonal (NA-SJSN).
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pelaksanaan SJSN. Peraturan mengenai BPJS diatur dalam Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan perpacu
pada prisnip asuransi sosial atau tabungan sosial yang kepesertaannya diwajibkan
(Compulsory Insurance).? Ketentuan prinsip asuransi sosial yang digunakan
dalam pelaksanaan jaminan kesehatan sosial juga tercantum dalam aturan Pasal
19 ayat (1) UUSJSN bahwa “Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”. Penjelasan yang
dimaksud dengan prinsip asuransi sosial dalam hal ini meliputi :3

a. Kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan

sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;

b. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;

c. luran berdasarkan presentase upah/penghasilan;

d. Bersifat nirlaba

Berdasarkan penggunaan prinsip demikian, kemunculan Program BPJS
khususnya BPJS Kesehatan menjadi salah satu program pemerintah yang
disambut baik oleh masyarakat dengan harapan, dapat membantu masyarakat
terutama golongan ekonomi menengah kebawah untuk mengatasi resiko, salah
satunya resiko yang paling penting yaitu resiko terhadap kesehatan. Jaminan
kesehatan menjadi jaminan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.* Orang yang sehat cenderung lebih
produktif dalam mencari pendapatan, pendapatan yang cukup akan membawa
seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Secara singkatnya
kesehatan merupakan prioritas utama yang diperhatikan bagi manusia untuk
membangun segalanya secara layak.

Penyelenggara sistem kesehatan nasional diselenggarakan dengan
berpedoman dengan pemikiran dasar kehidupan yang layak dibidang kesehatan
bagi masyarakat secara adil dan merata melalui program JKN (Jaminan

Kesehatan Nasional). Kedudukan sebagai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial

? Lihat Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasonal (NA-SJSN).

® Lihat Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) UUSISN

* Alvin Amarullah Dihar, Akibat Hukum Kesalahan Penulisan Identitas Pemegang Kartu
Indonesia Sehat, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2017, him. 40.
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Nasional (SJSN), BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi komersial, salah
satunya terletak pada besarnya tarif premi. Asuransi yang bersifat sosial seperti
Program BPJS Kesehatan, pengenaan besaran tarif iuran ditentukan oleh
pemerintah berdasarkan presentase upah kerja. Pasal 38 Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jamian Kesehatan bahwa, “luran Bpjs Kesehatan
ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali”. Peninjauan besarnya iuran ditentukan
setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama, pemerintah dan asosiasi
fasilitas kesehatan.® Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa besaran iuran dapat
berubah yang akan dikeluarkan melalui peraturan presiden.

Jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial
dan ekuitas yang bertujuan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. ® BPJS Kesehatan
beroperasi secara non komersial dengan prinsip nirlaba yang artinya perusahaan
tidak mengambil keuntungan sama sekali, dana yang didapat termasuk dana dari
iuran keseluruhan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sehingga,
pengelolaan dana dalam menjalankan asuransi sosial sangat diperhatikan secara
teliti dan cermat. Oleh karena itu, iuran menjadi tulang punggung dalam
menunjang pelaksanaan program asuransi sosial karena, pembayaran iuran
berdampak pada pembayaran manfaat pelayanan oleh badan asuransi kepada
pihak pelayanan. Memang dalam proses pelaksanan BPJS Kesehatan kendala
lebih berpicu pada iuran peserta sebagai penggerak biaya manfaat.

Sejak beroperasi pada tahun 2014, BPJS Kesehatan sering kali mengalami
banyak kendala yang dilalui. Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
rumah sakit yang dinilai tidak efisien, prosedur rujukan yang berbelit-belit serta
seringkali beberapa pasien yang mengeluhkan adanya biaya tambahan medis oleh
pihak rumah sakit yang harus dibayar. Hal tersebut menjadi faktor pemicu bagi

masyarakat lainya untuk enggan mendaftarkan diri atau beberapa peserta yang

> Penjelasan Atas Pasal 11 Huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

® Julio Redha Pratama, Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Di Indonsia, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, him. 15.
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sering mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan dengan sengaja
menunggak pembayaran. Akibatnya bagi perusahaan ialah menalangi biaya klaim
pelayanan rumah sakit dengan jumlah yang cukup besar. Faktor finansial yang
tidak seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan, mengakibatkan BPJS
Kesehatan mengalami defisit yang membengkak dan meningkat hampir setiap
tahunnya. Pengeluaran yang dikeluarkan BPJS Kesehatan terhadap beban
pembayaran tagihan di rumah sakit jauh melebihi pendapatan yang di dapat dari
iuran peserta yang berdampak pada kelangsungan operasional BPJS Kesehatan.

Data laporan audit pelaksanaan dan keuangan BPJS Kesehatan Tahun
2018 menggambarkan bahwa sejak pengoperasiannya pada tahun 2014 sampai
2018, BPJS Kesehatan lebih sering mengalami defisit yang kian bertambah tiap
tahunnya.” Demi menutupi defisit dan mengurangi potensi defisit lebih besar di
tahun selanjutnya, maka pemerintah pada tahun 2019 mengeluarkan kebijakan
mengenai Perubahan iuran yang akan berlaku sejak 1 Januari 2020 mendatang.

Kebijakan tersebut sudah secara sah berlaku dengan dikeluarkannya
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan pada tanggal 24
Oktober 2019. Keputusan tersebut menuai banyak pro dan kontra dari berbagai
pihak. Banyak dari masyarakat beranggapan bahwa kenaikan tarif iuran BPJS
Kesehatan tidak seharusnya dinaikkan menginggat pelayanan terkait kesehatan
masih kurang efektif dan efisien. Belum lagi hal ini akan lebih membebani
masyarakat khususnya masyarakat non PBI (Bukan Penerima Bantuan luran)
yang memiliki hasil pendapatan yang kecil. Banyak dari masyarakat beranggapan
bahwa BPJS Kesehatan yang memiliki tujuan awal memberikan perlindungan
bagi rakyat justru memberikan beban berat bagi rakyat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk
membahas yang menghubungkan aspek hukum dalam bentuk karya tulis Imiah
berupa skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA
TERHADAP KENAIKAN TARIF ITURAN BPJS KESEHATAN

" BPJS Kesehatan, 2019, Diakses melalui https:/bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/1310.
Pada tanggal 9 Desember 2019 Pukul 13.12 WIB.
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1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diambil beberapa

permasalahan yang dibahas:

1. Apakah kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan telah sesuai

1.3
f.31

1.3.2

dengan nilai-nilai dasar peraturan Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SISN)?

. Apakah adanya kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, jaminan

terhadap manfaat layanan kesehatan bagi Peserta sudah mampu terpenuhi?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yang hendak dicapai antara lain:

Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna
mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi IImu Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum telah
diperoleh selama perkuliahan di fakultas hukum yang bersifat teoritis dan
praktik melalui penelitian.

Memberikan kontribusi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan di hasil
penelitian yang dilakukan penulis, yang diharapkan bermanfaat bagi
kalangan Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat sekitar.
Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yang kehendak dicapai antara lain:
Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara kebijakan kenaikan
tarif iuran BPJS Kesehatan dengan nilai-nilai dasar peraturan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan jaminan manfaat layanan
kesehatan yang diterima bagi peserta dengan adanya kenaikan tarif iuran
BPJS Kesehatan.
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1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting yang harus diperhatikan
dalam sebuah kepenulisan karya ilmiah. Metode penelitian menjadi kegiatan
ilmiah yang dilakukan secara bertahap dalam merumuskan dan menemukan data
bahan kajian sebagai referensi sehingga, akan memudahkan penulis untuk
menganalisis permasalahan untuk tercapai sebuah kebenaran objektif yang
akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Metode Penelitian memiliki fungsi
bagi seorang penulis karya ilmiah dalam rangka mencari sebuah kebenaran
koherensi secara aksiologi berupa nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi
untuk sesuatu yang ditelaah.® Metode Penelitian yang akan digunakan penulis
dalam karya ilmiah ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan

hukum dan analisi bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Mengkaji permasalahan dari aspek hukum maka tipe penelitian yang
digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Legal Reaserch).
Permasalahan yang diangkat akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini
dengan memfokuskan pada kebenaran koherensi aturan hukum dengan norma
hukum.® Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengakaji berbagai

macam aturan hukum positif yang bersifat formal yakni perundang-undangan.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitain normatif maka, pada skripsi ini penulis
menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (satute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) :

1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-
undang dan regulasi yang bersanggkutan paut dengan isu hukum yang
dibahas, dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan pijakan dalam satu penelitian untuk membangun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017,
him. 33.
? Ibid., him. 47


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

143

yang digunakan untuk membantu penulis menemukan jawaban dari pokok

permasalahan yang dibahas. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan

Hasil dari mempelajari berbagai macam undang-undang danaturan
tersebut nantinya akan digunakan untuk memecahkan rumusan
masalah yang akan dibahas.*

. Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

Pendekatan Konseptual, yang menjadi pijakan dari pendakatan
konseptual ini yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting
karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum menjadi dasar untuk membangun
argumentasi hukum untuk memecahkan suatu isu hukum. Pandangan
atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas
hukum yang relevan dengna permasalahan.**

Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam menunjang proses kepenulisan

menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

autoritatif yang artinya mempunyai prioritas.*> Bahan hukum primer terdiri dari
aturan yang berdasarkan hirarki perundang-undangan. Adapun bahan hukum

Badan Hukum Primer menjadi bahan hukum yang memiliki sifat

yang digunakan peneliti antara lain:

1.
2.
3

Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 36 Taun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

1% bid., him. 135-136.
" Ibid., him. 136.
2 Ibid., him. 181.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5. Undang-Undang Nomor 44 Taun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256)

7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 257, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5752).

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)

10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210)

11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)

Berlandaskan pada tinjauan yuridis maka, melalui peraturan perundang-

undangan yang berkaitan diatas penulis mengkaji dan mengaitkan segala sesuatu
berlandaskan pada aspek untuk menemukan jawaban dari apa yang menjadi

rumusan masalah.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan yang masih memiliki

keterkaitan erat atau relevansi dengan bahan hukum primer yang mengandung
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aspek hukum dan keberadaannya tidak kalah penting. Bahan tersebut besumber
dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal

hukum.*®

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat menjadi sumber penunjang dan membantu
penulis dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta terkait isu hukum yang
dibahas selain menggunakan sumber dari bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan yang dimaksud tidak mengandung unsur hukum didalamnya namun,

memiliki korelasi relevan dengan apa yang dikaji.

1.4.4  Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disusun untuk menjawab dan menentukan
permasalahan yang sedang diangkat dalam sekripsi ini. Sehingga penulis
memperoleh tujuan yang diharapkan. Adapun dapat dilakukan beberapa langka
penelitian hukum:**

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang
tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak
dipecahkan.

b. Pengumpulan bahan-bahan dan sekitarnya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non hukum.

c. Melakuakan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum.

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil dari penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam pembahasan
menggunakan metode deduktif, dimana penulis akan membahas permasalahan
dari hasil penelitian secara sistematis yaitu dari umum menuju ke khusus. Tahap

selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan secara khusus dari pembahasan

yang telah diuraikan.

13 1bid., him. 195-196.
¥ 1bid., him. 213.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi
2.1.1 Definisi Asuransi

Masyarakat pada saat ini dihadapkan dengan dunia bisnis yang semakin
berkembang pesat. Berbagai jenis produk baik berupa barang atau jasa dapat
dinikmati dengan kemudahan yang ada. Melalui hal tersebut maka tak heran
mayarakat sudah mulai memahami dan mengerti pentingnya asuransi terhadap
resiko terutama yang berkaitan dengan kerugian suatu barang. Asuransi atau
pertanggungan berhubungan dengan pengalihan atau pemindahan resiko kepada
orang lain yang bertujuan untuk menghindari dan melimpahkan resiko kepada
pihak lain atas peristiwa yang tidak pasti suatu kerugian yang diakibatkan suatu
peristiwa.™ Istilah Asuransi lahir dari bahasa inggris yaitu insurence dan dalam
bahasa indonesia menurut kamus KBBI dikenal dengan istilah pertanggungan.
Asuransi di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian. Pasal 1 angka 1 menjelaskan terkait definisi asuransi yaitu:

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi
penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang
polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis keran
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasl pengelolaan dana.

Asuransi diatur pula dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD).

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung
mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memproleh premi,
untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan,

> Retno Wulansari, Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Di Indonesia,
Jurnal Panoralmal Hukum Vol 2 No 1, 2017, him. 103.

10
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kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang

mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Premi menjadi unsur penting setelah kesepakatan para pihak dalam
perjanjian. Pada hubungan hukum asuransi, tertanggung memiliki kewajiban
membayar sejumlah premi yang disepakati sebagai imbalan balik terhadap
pengalihan resiko yang dimintai terhadap Penanggung.Yang dimaksud premi
diatur dalam Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian ialah:

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau
perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk
dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian
reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program
asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Penanggung (insurer) yakni pihak yang mengikatkan diri menerima

pengalihan resiko dari tertanggung dalam hal ini perusahaan

perasuransian yang berbadan hukum sedangkan tertanggung

(insured) yakni pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung

dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan yang

bisa secara pribadi atau badan hukum.®

Pembayaran premi ditentukan pada jangka waktu tertentu. Pada asuransi
jiwa, pembayaran premi dilakukan secara periodik setiap bulan sehingga apabila
tertanggung menunggak pembayaran premi maka asuransi akan berhenti
sementara waktu sampai adanya pelunasan premi sejumlah dengan yang
tertunggak.’’ Demi mencegah banyak tunggakan premi maka banyak perusahaan
asuransi menerapkan sanksi berupa denda tiap bulannya supaya tertanggung

memiliki kepatuhan dalam membayar premi.

2.1.2 Polis dan Klaim Asuransi
Kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan penanggungan

terhadap peristiwa yang belum pasti, sehingga dalam hal ini perusahaan

16 Sentosa Sembiring , Hukum Asuransi, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, him. 20.
Y Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2014, him. 104.
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memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang disebut
dengan istilah polis.'®

Polis Asuransi diatur dalam pasal 255 KUHD yang menuliskan bahwa:”
Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang dinamai polis.”
Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua perjanjian asuransi harus dibuat secara
tertulis dalam bentuk akta. Pasal 258 KUHD menjelaskan pula terkait tujuan
pencantuman perjanjian asuransi dalam sebuah polis, yang pada dasarnya polis
dapat digunakan sebagai alat bukti yang menandakan adanya sebuah perjanjian
asuransi jika suatu hari terjadi masalah atau sengketa antara kedua belah pihak
yang memiliki pembuktian sempurna. Melalui polis maka pihak tertanggung
setuju untuk membayar sejumlah premi guna mendapatkan klaim yang dijanjikan
oleh penanggung dalam suatu peralihan resiko.

Klaim asuransi tentu sesuatu yang wajib diberikan oleh penanggung dan
berhak diterima oleh tertanggung saat terjadinya evenement. Klaim Asuransi
merupakan tuntutan dari tertanggung yang ditujukan kepada penanggung atas
suatu prestasi yang muncul setelah pecahnya perjanjian asuransi. *° Klaim sendiri
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tuntutan pengakuan
atau suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu.
Terpenuhinya klaim asuransi dapat menjadi salah satu penyebab berakhirnya
perjanjian asuransi karena, dalam hal ini pengalihan resiko berupa pemberian

ganti rugi telah terjadi dalam antara penanggung kepada tertanggung.

2.1.3 Klasifikasi Resiko
Resiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak

menguntungkan, yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.?°

8 Riyanti Ida Wahtyuningsih, Analisis Terhadap Polis Perjanjian PT.Prudential Life
Assurance Dikaitkan Dengan Perlindungan Tertanggung, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum
Universitas Jember, 2018, him. 23.

19 Aditya Aryo dan Djuwityastuti, Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam
Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt. Pailit/2015),
Jurnal Privat Law Vol VII No 2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
2019, him. 161.

20 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika,
1999, him. 60.
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Resiko menjadi sebuah ancaman seseorang yang tidak dapat diperkirakan kapan
dan dimana resiko dapat terjadi sehingga, dapat dikatakan bahwa resiko dapat
muncul secara tiba-tiba bahkan diwaktu yang tidak tepat. Resiko dapat
diklasifikasikan antara lain:*

1. Resiko Spekulatif (Speculative Risk), yakni resiko yang bisa
mendatangkan kerugiaan dan juga keuntungan. Misalnya
seseorang bisa mendatangkan untung dan rugi dalam menjalankan
usahanya.

2. Resiko Murni ( Pure Risk), yakni resiko yang hanya menimbulkan
kerugian dan tidak memungkin menghasilkan keuntungan.,
misalnya kebakaran atau bencana alam.

Pada dasarnya resiko menjadi sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan
seseorang, setiap orang yang hidup pasti memiliki resiko dalam hidupnya.
Beberapa resiko memang dapat diperkirakan sebab kemunculannya dari sebuah
perbuatan namun, ada pula yang tidak bisa diperkirakan. Untuk menghindari
ketidakmampuan seseorang menghadapi resiko maka, dapat diatasi salah satunya
dengan mengalihkannya atau memindahkan resiko tersebut kepada pihak lain
baik sebagian maupun seluruhnya untuk menghindari dampak kerugian yang
begitu besar pada saat resiko terjadi. Perbuatan tersebut yang kemudian

melahirkan hubungan jasa perasuransian.

2.1.4 Jenis-Jenis Asuransi

Perkembangan perasuransian yang pesat mengakibatkan munculnya
berbagai jenis asuransi yang dikelola baik perusahaan Negara maupun swasta.
Jenis asuransi dibagi menjadi 3 macam antara lain:*

1. Berdasarkan Sudut pandang Yuridis
b. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering) adalah sebuah
perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung
mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa
pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan
kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Misalnya
asuransi Pencurian (Theft Insurance).

*! Permata Hastuti dan Milla Fitri, Asuransi Konvensional Syariah & BPJS, Yogyakarta:
Parama Publishing, 2016, him. 17.
22 Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Depok:Rajawali Pers, 2017, him. 93.
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c. Asuransi Jumlah (Sommen Verzekering) adalah sebuah
perjanjian asuransi yang berisi ketentuan, bahwa penanggung
terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah
uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya Asuransi
jiwa.

2. Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak

a. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance) ialah sebuah
perjanjian asuransi terjadi didasarkan kehendak bebas para
pihak yang mengadakannya. Timbulnya perjanjian asuransi
didorong dari keinginan sendiri tanpa adanya paksaan pihak lain.
Jenis asuransi sukarela Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum
ditujukan kepada harta benda yang mengalami resiko
kehilangan atau rusak seperti asuransi kebakaran, asuransi
bahaya laut, asuransi pengangkutan (diatur dalam KUHD),
asuransi bermotor, asuransi kecelakaan yang diatur diluar
KUHD.

b. Asuransi Wajib (Compulsory Insurance) adalah sebuah
perjanjian asuransi yang pembentukannya disebabkan dari
sebuah keharusan oleh Undang-undang, bukan atas kehendak
bebas para pihak. Misalnya Asuransi Ketenagakerjaan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UUBPJS).

3. Berdasarkan Tujuan

a. Asuransi Komersial (Commercial Insurance), diadakan oleh
perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis yang bertujuan
memperoleh keuntungan seperti PT Asuransi Axa Indonesia, PT
Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG, PT Asuransi Allianz, dsb.

b. Asuransi Sosial (Social Insurance) merupakan asuransi yang
diselenggarakan dengan tujuan memberikan jaminan sosial
kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan seperti
Program Jaminan atas Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Hari tua,
Pensiun dan Kematian yang diselenggarakan oleh BPJS.

4. Berdasarkan Sifat Penanggung

a. Asuransi Premi (Premie Verzekering) merupakan suatu
perjanjian asuransi antara Penganggung dan Tertanggung, dan
diantara Tertanggung satu dengan lainnya tidak memiliki
hubungan hukum. Dalam hal ini setiap Tertanggung memiliki
kewajiban membayar premi kepada Penanggung.

b. Asuransi Saling Menanggung (Onderlinge Verzekering) yaitu
tertanggung satu dengan tertanggung lain memiliki hubungan
satu sama lain sebagai anggota dan memiliki hubungan hukum
dengan tujuan yang sama. Setiap anggota tidak membayar
premi tetapi semacam iuran tetap kepada perkumpulan.

Program jaminan sosial masuk pada asuransi sosial yang pelaksanaannya

tidak bertujuan mencari laba melainkan memberikan perlindungan secara merata
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oleh sebab itu, kepesertaan asuransi sosial bersifat wajib guna memastikan bahwa
Negara telah memberikan perlindungan yang menjadi hak dari setiap
masyarakatnya. Namun, Kkepesertaan wajib pada program asuransi yang
disediakan oleh Negara bukan berarti masyarakat tidak diperbolehkan mengikuti
asuransi tambahan yang bersifat sukarela. Masyarakat tetap memiliki kebebasan
untuk mengikuti asuransi komersial yang memang dirasa perlu untuk
memperoleh perlindungan tambahan yang sesuai dengan keinginan. Salah satu
contohnya ialah mengikuti asuransi kesehatan swasta sebagai bentuk cadangan
apabila terjadi suatu kendala dalam proses pelayanan kesehatan BPJS maka
peserta tersebut dapat menggunakan asuransi kesehatan lainnya.

2.1.5 Unsur-Unsur Asuransi

Perusahaan asuransi memiliki kemajuan yang pesat, semakin banyaknya
masyarakat yang memiliki pengetahuan yang tinggi mengakibatkan seseorang
sadar akan pentingnya asuransi sebagai bentuk investasi masa depan. Terdapat
unsur-unsur guna mengetahui sebuah perbuatan termasuk pada perjanjian
asuransi.
Unsur-unsur asuransi atau pertanggungan antara lain:?*

1. Unsur Subjek
Subjek asuransi atau pertanggungan adalah pihak-pihak, yaitu
penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara
timbal balik.

2. Unsur Objek
Objek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang
melekat pada benda, sejumlah uang. Tujuannya yang hendak di
capai oleh tertanggung ialah peralihan resiko dari tertanggung
kepada penanggung. Pertanggungan terjadi karena tertanggung
tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda
milikinya (Kepentingannya).

3. Unsur Peristiwa
Peristiwa pertanggungan merupakan persetujuan atau kata sepakat
antara  penanggung dan tertanggung mengenai  objek
pertanggungan  dan  syarat-syarat yang berlaku  dalam
pertanggungan.

4. Unsur Hubungan Hukum

2 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Pertanggungan, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2001, him. 7.
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Hubungan hukum antar penanggung dan tertanggung adalah
hubungan kewajiban dan hak, yaitu keterikatan penanggung dan
tertanggung memenuhi kewajiban dan memperoleh hak.

Pasal 246 KUHD mencantumkan salah satu point utama pertanggungan
adanya pengalihan resiko terhadap ganti kerugian. Makna ganti kerugian identik
pada pemberian sejumlah uang kepada tertanggung sebagai ganti rugi terhadap
suatu benda yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut memberikan kesan
bahwa pertanggungan kerugian memberikan perlindungan resiko hanya dalam
bidang harta kekayaan, lalu bagaimana tanggungan jiwa manusia yang tidak
termasuk harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.?* Gambaran terhadap
makna ganti kerugian pada dasarnya belum sesuai apabila dikaitkan dengan
pengalihan resiko asuransi jiwa. Asuransi Jiwa lebih mengarah pengalihan resiko
terhadap biaya kesehatan yang tidak pasti jumlahnya yang digunakan oleh peserta
sehingga, penggunaan ganti rugi dalam hal ini tidak tepat. Berbeda dengan harta
khususnya dalam bentuk benda. Jika benda tersebut rusak maka perusahaan

asuransi dapat memberikan uang sebagai ganti rugi sesuai perjanjian dalam polis.

2.2 Sistem Jaminan Sosial Nasional
2.2.1 Definisi SISN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) adalah suatu tata cara
penyelenggaraaan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara
jaminan sosial. Dalam seri buku saku 1 tentang paham SJSN mejelaskan bahwa
pelaksanaan SJSN memiliki nilai-nilai dasar yang waib diterapkan. Nilai Dasar
tersebut antara lain berlandaskan pasal 28H ayat (3) dan 34 ayat (2) UUD NRI
1945 dengan 3 asas, 1 tujuan dan 9 Prinsip yang diatur secara jelas dalam
UUSJISN. %

** Ibid, him. 9.
% Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial
Nasional) Seri Buku 1, 2014, him. 15.
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Sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan
memberikan kepastian, perlindungan dan kesehahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.*®

Penjelasan umum UUSJSN menjelaskan bahwa Sistem jaminan sosial
nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan
memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia. melalui program ini, setiap penduduk
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak
apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau
berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami
kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Menurut Andika Wijaya kebutuhan dasar merupakan kebutuhan esensial
bagi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”.?” Kebutuhan esensial merupakan
kebutuhan yang diutamakan terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan lain yang
sering disebut sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan primer menjadi kebutuhan
penting untuk didahulukan karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia

yang kemudian dapat diikuti pemenuhan kebutuhan skunder dan tersier.

2.2.2 Asas dan Prinsip-Prinsip SJSN
Penyelenggaran Jaminan Sosial SJISN memiliki asas-asas dan prinsip
dalam pelaksanaannya yang telah diatur Pasal 2 dan Pasal 4 UUBPJS.

1. Asas:
a. Kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap
martabat manusia.
b. Manfaat merupakan asas yang bersifat operasional
menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
c. Keadilan merupakan asas yang bersifat idiil.
2. Prinsip:*®
a. Kegotong-royongan yaitu prinsip ini diwujudkan dalam
mekanisme gotong-royong dari peserta yang mampu kepada
peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib
bagi seluruh rakyat; dan peserta yang sehat membantu yang
sakit. Melalui prinsip gotong-royong ini, jaminan sosial

% Sentosa Sembiring, Op.Cit., him. 107.
*” Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, him. 5.

%8 penjelasan umum UUSJSN
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dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia. Keterbukaan yaitu Mempermudah akses informasi
yang lengkap, benar, dan jelas bagi peserta.

b. Prinsp nirbala, pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan
untuk mencari laba (nirlaba) bagi badan penyelenggaraan
jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraaan
jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya
kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya,
dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kepentingan peserta.

c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi
dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan
dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang
berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

d. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk
memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta
berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Prinsip kepesertaan wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan
agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat
terlindungi. Meskipun kepsertaan wajib bagi seluruh rakyat,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan
ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan
penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari
pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor
informal dapat menjadi peserta sukarela, sehingga dapat
mencakup petani,nelayan, dan mereka yang bekerja secara
mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial
Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

f. Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta
merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggaraan
untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka
mengoptimalkan dana tersebut untuk kesehjahteraan peserta.

g. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional
dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari
pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan
peserta jaminan sosial.

Berlandaskan 3 (tiga) asas dan 9 (Sembilan) prinsip menjadi salah satu
dasar Negara dalam menjamin keberlangsungan program jaminan sosial yang
layak dan berkelanjutan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Negara.

Pemahaman mengenai asas-asas dan prinsip dalam SJSN penting

disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendorong pengetahuan masyarakat

18
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terhadapat pelaksanaan SJSN sehingga dapat memahami apa yang menjadi

kewajibannya dalam kepesertaan.

2.2.3 Jenis Program Jaminan Sosial

19

Jaminan sosial berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUSJSN merupakan salah satu

perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan

dasar.

Jenis Program Jaminan Sosial diatur dalam pasal 18 UUSJSN antara lain:

1.

Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Pasal 19
ayat 2)

Jaminan Kecelakaan Kerja

Diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh
manfaaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila
seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita
penyakit akibat kerja. (Pasal 29 ayat 2)

Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin
agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. (Pasal 35 ayat 2)
Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan vyang layak pada saat peserta kehilangan atau
berkurangya penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau
mengalami cacat total tetap (Pasal 39 ayat 2)

Jaminan Kematian

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan memberikan
santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta
meninggal dunia. (Pasal 43 ayat 2)

Jenis Program Jaminan Sosial selanjutnya di selenggarakan oleh badan

penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk oleh undang-undang dengan status

berbadan hukum. Penyelenggaraan Jaminan sosial pada pasal 5 ayat 3 UUSJSN

menyebutkan badan penyelenggara jaminan sosial yang berbentuk perusahaan

persero.

Badan penyelenggara jaminan sosial yang berbentuk persero tidak
sesuai dengan program jaminan sosial, karena perusahaan persero
lebih identik dengan perusahaan bergerak dibidang ekonomi dan
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bisnis yang bertujuan mencari keuntungan, berbeda halnya dengan

badan penyelenggara jaminan sosial yang memiliki tujuan utama

memberikan pelayanan terhadap program jaminan sosial tanpa
memikirkan keuntungan.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pelaksanaan SJSN sehingga,
dalam putusan MK dalam Nomer Perkara 007/PUU-111/2005 memutuskan supaya
dibentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial sesuai dengan asas-asas dan
prinsip dalam SJSN yaitu dengan pembentukan BPJS sebagai badan yang
menyelenggarakan jaminan sosial. Transformasi dari beberapa badan
penyelenggara jaminan sosial berbentuk persero menjadi BPJS akan
mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan
sosial yang saat ini hanya dibagi menjadi 2 (dua) jenis saja.

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2.3.1 Definisi BPJS

BPJS yang kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
merupakan badan publik yang dibentuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara
program jaminan sosial, hal tersebut sudah dijelaskan dalam aturan UUSJSN dan
UUBPJS. Menurut Permata Hastuti dan Milla Fitri mengatakan, “Keberadaan
BPJS mutlak ada sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang SISN”. *°

Pasal 18 UUBPJS menggolongkan BPJS menjadi 2 (dua) jenis yaitu BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Dan Jaminan
Kematian. dua program tersebut merupakan transformasi kelembagaan PT Askes
(Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero)
menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diikuti dengan pengalihan

peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, hak dan kewajiban.

% Ninda Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, Analisis Terhadap Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial. Jurnal
Ekonomi Dan Kebijakan Public Vol.1 No.1, 2010. him. 11.

%0 permata Hastuti dan Milla Fitri, Asuransi Konvensional Syariah & BPJS, Yogyakarta:
Parama Publishing, 2016, him. 161
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2.3.2 Dewan Jaminan Sosial Nasional

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tantang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan
Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi
untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi

penyelenggaraan sistem jaminan sosial”. Selain itu, salah satu tugas penting

DJSN

sebagai pengawas untuk memastikan penyelenggaraan BPJS berjalan

sesuai dengan apa yang dituju.

Guna menjalankan fungsinya maka DJSN memiliki tugas dan wewenang

sesuai

yaitu:*!

Tugas:

1.

2.

3.

Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jaminan sosial. (Pasal 7 ayat 3 UUBPJS)
Mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional.
(Pasal 7 ayat 3 UUBPJS)

Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan
luran dan tersediannya anggaran operasional kepada Pemerintah.
(Pasal 7 ayat 3 UUBPJS)

Memberikan konsultasi kepada BPJS tentang bentuk dan isi
laporan pertanggungjawaban pengelolaan program. (Pasal 37 ayat
3 UUSJSN)

Menerima tembusan laporan pengelolaan tahunan dan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk
penyampaian pertanggungjawaban tahunan BPJS kepada Presiden.
(Pasal 37 ayat 1 UUSJSN)

Mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antar
waktu dewan pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS. (Pasal 36
ayat 3 UUSJISN)

Wewenang:

program Jamian Sosial

Untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan
kesehatan keuangan BPJS , DJSN berwenang melakukan
pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program
jaminan sosial. (pasal 7 ayat 4 UUSJSN dan Pasal 39 ayat 3(a)
UUBPJS).

Pembentukan DJSN guna memberikan pengawasan dalam kegiatan

%1 BPJS, Seri Buku Saku | Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). 2014

“Bahwa Dewan

BPJS yang masih dimungkinkan adanya suatu
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penyimpangan. DJSN difokuskan pada pemeriksaaan kepesertaan, penghimpunan
iuran dan mekanisme penyelesaian klaim serta verifikasi untuk klaim obat dari
fasilitas kesehatan kepada BPJS. 3 Memiliki tugas dan wewenang sebagai
lembaga pengawas, DJSN dibantu oleh tenaga ahli salah satunya akuntan publik
guna menunjang jalannya pengawasan. Oleh karena itu, perekrutan profesi
tenaga ahli ditentukan sesuai dengan bidang untuk menghindari kesalahan yang
berasal dari manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang sering disebut

sebagai kelalaian manusia (human eror).

2.3.3 Kepesertaan

Kepesertaan program BPJS ialah setiap orang termasuk warga Negara
asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah
membayar iuran. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 1 angka 8 UUSJSN. BPJS
berkedudukan sebagai penyelenggaran jaminan sosial yang berarti
kepesertaannya diwajibkan oleh pemerintah demi mendorong perlindungan sosial
yang lebih merata. Peserta Jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan antara lain :

1. Penerima Bantuan luran (PBI)
Yaitu golongan fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan
penetapan peserta sesuai ketentuan perundang-undangan dan
pemerintaha dibidang sosial.
2. Bukan Penerima Bantuan luran (BPBI) jaminan kesehatan :
I. Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya
Pegawai Negeri Sipil
Anggota TNI
Anggota Polri
Pejabat Negara
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Pegawai Swasta
Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai f yang
menerima upah termasuk WNA yang bekerja di Indonesia
paling singkat 6 (enam) bulan.
I1l. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota
keluarganya

Q@+oa0 o

> Bambang Porwoko, Konsepsi Pengawasan Operasional Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) Terhadap Kegiatan Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
Jurnal Legislasi Indonesia VVol.9 No.2, 2002, him. 273.
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a.
b.

Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang Bukan Penerima
Upah.

Bukan Pekerja (PB) dan anggota keluarganya

a.
b.
C.

e.
f.

g.

Investor

Pemberi Kerja

Penerima Pensiun terdiri dari:

1) Pegawai Negeri Negeri Sipil yang berhenti dengan hak
pensiun

2) anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti dengan
hak pensiun

3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun

4) Janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun
yang mendapat pensiun

5) Penerima Pensiun lain

6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima
pensiun lain yang mendapat hak pensiun.

Veteran

Perintis Kemerdekaan

Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis

kemerdekaan dan

Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang

mampu membayar iuran.

Anggota keluarga yang ditanggung Pekerja Penerima Upah
(PPU):

a.

Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak
kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-
banyaknya 5(lima) orang.

Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan

anak angakat yang sah dengna kriteria:

1) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai
penghasilan sendiri.

2) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau berusia 25
(dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan
pendidikan formal.

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta

dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan

(tidak terbatas).

Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan,

yang meliputi anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan

mertua.

Peserta sapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan,

yang meliputi kerabat lain seperti saudara kandung/ipar,

asisten rumah tangga, dll.

23
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Penentuan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan:*®

1. Bagi peserta penerima upah bantuan iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan iuran dibayar oleh pemerintah.

2. luran bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota
Polri, Pejabat Negara, dan pegawai pemerintah non
pegawai negeri sebesar 5 % (lima persen) dari gaji atau
upah per bulan dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar
olen pemberi kerja dan 2 % (dua persen) dibayar oleh
peserta.

3. luran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di
BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5 % (lima persen) dari
gaji atau perbulan dengan ketentuan 4 % (empaat persen)
dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar
oleh peserta.

4. luran untuk keluarga tanmbahan Pekerja Penerima Upah
yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan
mertua, besaran iuran sebesar 1% (satu persen) dari gaji
atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja
penerima upah.

5. luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebesar:

1) Rp.25.500,00(dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang perbulan dengan manfaat pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas I11.

2) Rp.51.000,00(lima puluh satu ribu rupiah) per orang
per bulan drngan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas II.

3) Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per
bulan dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas I.

6. luran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis
Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari
Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan
sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima
persen) gaji pokok Negeri sipil golongan ruang I1l/a dengan
masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh
pemerintah.

Penentuan besaran premi asuransi sosial berbeda dengan asuransi
konvensional. Asuransi konvensional besaran iurannya ditentukan dari hasil

kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung. Berbeda dengan asuransi

sosial yang besaran iuran diatur oleh undang-undang yang nilainya disesuaikan

3 BPJS Kesehatan, 2014, Diakses melalu https://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13 Pada tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 23.03 WIB
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dengan presentase upah atau pendapatan yang didapat oleh seseorang. Adanya
pembagian golongan iuran kepesertaan tersebut supaya seluruh masyarakat dapat
mengikuti asuransi sosial sesuai dengan kemampuannya, sehingga prinsip
kepesertaan wajib dapat di laksanakan tanpa memberikan beban berat bagi

masyarakat.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kesediaan pihak penanggung untuk mengikatkan diri kepada tertanggung
melahirkan sebuah kesepakatan. Kata sepakat menunjukkan bahwa para pihak
setuju terhadap hak dan kewajiban sebagai mana yang telah disepakati. Begitupun
dengan BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan kinerja dari program maka perlu
adanya pengawasan terkait pemenuhan hak dan kewajiban.

Hak Dan Kewajiban Penanggung (BPJS):**
a. Hak Penanggung (BPJS)

1) Berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan
program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau
sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

2) Berhak memperoleh  hasil monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program jaminan sosial darai DJSN setiap 6
(enam) bulan.

b. Kewajiban Penanggung (BPJS)

1) Memperoleh nomor kartu identitas tunggal kepada Peserta

2) Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan asset BPJS

untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta

3) Memberikan informasi melalui media massa cetak dan

elektronik mengenai kinerja, kondisi keunangan, serta kekayaan
dan hasil pengembangannya

4) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan

kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku

5) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur

untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya

6) Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan

hari tua dan pegembangannya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun

7) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak

pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

% pasal 12-13 UUBPJS
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8) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik
aktuaria yang lazim dan berlaku dalam penyelenggaraan
Jaminan Sosial

9) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi
keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.

Hak dan Kewajiban Tertanggung (Peserta):*®
a. Hak Tertanggung (Peserta)

1) Berhak memperoleh kartu peserta sebagai bukti sah untuk
memperoleh pelayanan kesehatan

2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban
serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan
berlaku

3) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang
bekerjasama dengan BPJS kecuali dalam keadaan darurat

4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara
lisan maupun tertulis ke Kantor PBJS Kesehatan

b. Kewajiban Tertanggung (Peserta)

1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran
yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Melaporkan perubahan data peserta

3) Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau
dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak

4) Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program Jaminan Sosial salah satunya BPJS Kesehatan akan
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, apabila masih-masing
pihak mengetahui dan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya.
Adanya kewajiban tentu akan melahirkan sebuah hak yang akan diperoleh.
Bercermin pada salah satu prinsip yang dianut BPJS Kesehatan yaitu gotong-
royong, yang memiliki arti bahwa kebersamaan peserta dalam menanggung
beban yang diwujudkan dengan pembayaran iuran secara tepat waktu. *®
Pemenuhan kewajiban oleh badan penyelenggara jaminan sosial juga tak kalah
penting dalam mendukung kelancaran program jaminan social dan meletakkan
pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan terlaksana secara komperehensif
dan ekuitas demi mencapai kesuksesan program jaminan sosial khususnya dalam

aspek jaminan kesehatan

% BPJS Kesehatan, 2014, Diakses melalui www.bpjs-kesehatan.go.id Pada tanggal
Oktober 2019 Pukul 18.56
% Naskah Akademik UUBPJS

2
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BAB 4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan iuran yang telah dikemukakan penulis dalam kaitannya pokok

permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1.  Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan belum
dapat dikatakan sesuai dengan nilai-nilai dasar SJSN karena bertentangan dengan
regulasi aturan hirarki terkait pelaksanaan jaminan sosial yang berkedudukan
lebih tinggi JKN antara lain Pasal 2 UUSJSN yakni asas kemanusiaan dan asas
keadilan dengan membebankan langsung biaya iuran yang tinggi bagi peserta
mandiri informal dengan tingkat kualitas layanan yang belum selaras. Tidak
terpenuhinya salah satu asas tersebut juga menghilangkan tujuan dari pada
pelaksanaan JKN yang tercantum dalam Pasal 3 UUSJSN. Kenaikan iuran saat
ini juga tidak sesuai dengan aturan prinsip Pasal 4 UUSJSN yakni dalam prinsip
kehati-hatian dan keterbukaan BPJS Kesehatan.
2. Pemenuhan manfaat layanan kesehatan program BPJS Kesehatan belum
sepenuhnya dirasakan peserta secara komperehensif dengan dikeluarkannya
kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dibuktikan dengan masih adanya
kasus yang dikeluhkan oleh peserta antara lain penolakan pasien dengan alasan
kurangnya prasarana yang menunjang, kesulitan peserta dalam memperoleh surat
rujukan, pembelian obat secara terpisah serta penanganan petugas kesehatan yang
tidak melakukan pemeriksaan secara tanggap. Bentuk Perlindungan hukum bagi
peserta BPJS Kesehatan setelah adanya kebijakan kenaikan iuran meliputi :

a. Pelayanan medis secara tanggap bagi peserta sesuai dengan manfaat pelayanan
yang dijamin oleh lembaga BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
Kesehatan.

b. Jaminan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan
medis bagi pasien JKN sesuai yang tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1), Ayat
(2) dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
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Jaminan Kesehatan yang sudah menjadi tanggung jawab Penyedia Fasilitas
Kesehatan serta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kemudahan atas layanan informasi secara luas terkait prosedur dalam
penggunan kepesertaan JKN yang menjadi tugas BPJS Kesehatan serta
menjadi hak bagi peserta dan juga masyarkaat yang diatur dalam Pasal 15
Ayat (2), Pasal 16 UUSJSN dan Pasal 10 huruf g UUBPJS, Pasal 89 Ayat (1)

Perpres Jaminan Kesehatan.

Saran

Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan peninjauan besaran tarif

iuran kembali dan memastikan kebijakan tersebut telah mengandung nilai dasar

yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem jaminan sosial yakni Pasal 2, 3 dan

4 UUSJSN dan memastikan bahwa masyarakat ekonomi menengah tetap

memperoleh perlindungan akses layanan BPJS Kesehatan tanpa harus tercatat

sebagai golongan PBI.

Bagi lembaga BPJS Kesehatan, Pemerintah, Penyedia Fasilitas Kesehatan,

dalam mendukung pemenuhan kualitas layanan kesehatan JKN-KIS secara

optimal dan komperehensif antara lain dengan:

a)

b)

Bagi Lembaga BPJS Kesehatan ada baiknya menciptakan sebuah program
unit pengaduan online yang juga terhubung dengan Penyedia Fasilitas
Kesehatan untuk memudahkan peserta JKN dalam menyampaikan keluhan
atas pelayanan Penyedia Fasilitas Kesehatan yang tidak memuaskan sesuai
aturan penanganan pengaduan peserta Pasal 89 Ayat (2) Perpres Jaminana
Kesehatan Kegunaan sistem ini juga guna mendorong kesediaan Penyedia
Fasilitas Kesehatan dalam menanggapi keluhan peserta yang sering kali
tidak dihiraukan.

Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat melakukan pengecekan
pada kelayakan sarana dan prasarana di setiap FKRTL (Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjut) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

dalam menunjang pelayanan perawatan yang optimal serta denganbantuan
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Pemerintah Derah dapat menjamin tersebarnya FKTP dan FKRTL yang
dapat menunjang optimalisasi dalam melayani peserta BPJS Kesehatan.

Bagi Penyedia Failitas Kesehatan bagi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama) sebagai fasilitas kesehatan tingkat primer menekan layanan
sosialisasi kepada masyarakat terkait segala sesuatu mengenai kepesertaan
JKN serta dorongan pola hidup sehat. Bagi FKRTL harus dapat memastikan
terpenuhinya SDM yang mendukung efisiensi dalam proses penanganan
medis yang cepat dan tanggap, salah satu yang paling penting ialah

terpenuhinya jumlah tenaga medis dan dokter spesialis.
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